SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOQRE.JO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT]1 PURWORE.JO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayart (2)
Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Poliai
Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Poliai
Pamong Praja Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinei Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Hegara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33587),
sebagaimana telah dinbah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan
Peraturan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praia;

7. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2015 Nomaor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .| PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

CPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLIS] PAMONG
PRAJA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

FPagal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengarn;

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Bupat adalah Bupati Purwersjo.

Pemerintahan daerah adalah penyeienggaraan urusan
pemenintahan oleh pemenntah daerah dan Dewan Perwaldlan
Rakyat Daerah menpurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonom: yang scluas-lyasnyz dalam sistemn dan
prinsip Negara Kesatuan Republik I[ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengpara
pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah ctonom.

Satunn Polisi Pamong Praja Rabupaten Purworeio yang selanjutnyva
dizingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwore|o
vang mempunyal tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemeriniah Daerah yang
bertugas di Satuan Polisi Pamong Prajia Kabupaten Purworeio,
Standar Operasional Prosedur Satuan Poliai Pamong Praia
Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut SQOP Satpol PP
adalah pedoman bagi aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
menyelenggarakan ketertiban umjum dan ketenttaman masyvarakat
serta periindungan masvarakat.



8. Satuan Perlindungan Masayarakat yang selanjuinya disebut Satuan
Linmas adalah warga masvarakat yang disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat
bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

Makaud ditetapkannya SOP Satpol PP adalah untuk memberikan
pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk
meningkatkan kepatuhan aparatur negara, warga masyarakat, instansi
pemerintah, badan hukum dan badan usaha terhadap Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SCP Satpel PP adalah untuk mewujudkan
keseragaman pelaksanaan tugas Satpo! PP dalam penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupeti dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan
ketertiban umum dan Kketentraman masyarakat serta periindungan
masyarakat.

BAB 1I
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 4

Setiap Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas cperasional harus
berpedoman pada SOP Satpol PP.

Pasal 5

{1) SGP Saipo! PP terdiri dari:

S0P Pembinaan Masyarakat;

SOFP Pengendalian Massa/unjuk rasa;

S0P Pengamanan dan Pengawalan;

SOF Pengamanan Cbhyek Vital Daerah;

S0P Pengamanan Rumah Jahatan,

SOP Pengarnanan Kegiatan Penting;

SOP Pengamanan Lingkungan Kantor Pemerintah Daerah;

SOP Patroli Wilayakh;

SOP Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

SOFP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis;

SOP Penanganan Bencana Alam;

S0OF Penanganan Ketentraman, Retertiban dan Keamanan
Penyelenggaraan Pemulihan Umum/ Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

m. SOP Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakaran.

ettt AN g



(2] SOP Batpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati imi.

BAB Il
PEMBIAYAAN
Pasal 6
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah
Kabupaten Purworejo.

BAB IV
KETENTUAN PERUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahwinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 29 Januari 2016

Fj. BUPATI PURWOCREJQ,
Tid.

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Januarl 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJG,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOE

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLIS]I FAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWOREJC

STANDAR GPERASIONAL FROSEDUR
SATUAN POLIST PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWOREJO

UMUM

Dalam rangka mensukseskan pembangunait Purworeje yang
dilaksanakan secara berkesinambungan seperti sekarang im semakin
dirasalan perlunya peningkatan di hidang pemerintshan umum
terutama upaya mendapatkan kondisi ketertiban umum dan
ketentramen maayarakat yang mantap serta menjurjung tinggi
supremasi hukum, dimana pemerintah dan masyarakat dapat
melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan teratur sesuai dengan
aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan
Peraturan Daerah secare terencana, terkcordinasi, terarah dan terpadu.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan
Peraturan Daerah memiliki nilai yang strategis dalam rangka
peningkntan ketantan den kepatuhan masyarakat terbadsp peraturan
perundang-undangan vang berlaku di daerah. Dalam konteks tersebut
diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk
Standar Operasional Prosedur vang berlaku dan mengikat pelaksanaan
tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.

Dalam melaksanaken tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purworeje mempunyai:
da. Fungsi:

1. penyusunan progrem dan pelaksanaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupats,

2. pelaksanaan Kebijaken pemeliharann dan penyeienggaraan
ketertihan umum dan ketentraman masyarakat di daerah,;

3. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupat,

4. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, PPNS dan atau aparatur pemerintah lainnya;

5. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, ateu badan hukum
agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupat.



h. Kewenangan:

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

1. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan
hukum yang mengganggu ketertiban umum dasi ketentraman
masyarakat;

4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat;

3 melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum vang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

4, melakuken tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau bedan hukum yang rmelakukan pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

6. melakukan tindakan yustisi oleh PPN3 Satpol PP yang
terakomedir dalam Sekretariat PPNS.

Kewajiban:

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai kewajiban:

i. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi
manusgia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan
berkembang di masyarakat;

%. menaati disiplin pegawai negeri 8ipil dan kode etik Polisi Pamong
Praja;

3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat vang
dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

4, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana vang
bersifat pelanggaran atau kejahetan;

5. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri 3Sipil atas
diternukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

1II. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing dan
mendorong, mengarshkan, menggerakkan, termasuk kegiatan
koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan
baik, teratur, vapi dan seksame menurut rencana/ program
pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, notma, sistem dan metode
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang
diharapkan secara maksimal.

Tugas Penyuiuhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam
rangks melaksanakan penyampaian informasi tentang program,
Pemerintah, petatursn perundang-undangen, Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada
seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan
pengetahuan, wawasan, Kkesadaran dan kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan
dapat berjalan dengan lancar.



10.

11.

12.

13.

Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai
individu/ percrangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum
Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan
mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat
tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat
tjuan nasional yang sama.

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan
dalamm masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga
menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapail tujuan yang
diinginkan.

Keterbban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu
keadsan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintab
Daeral dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
aman, tentram, tertib dan teratur,

Pembinnan Kketenteraman dan ketertiban umum adalah segala
usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan
perencansan, penyusunarn, pengembangan, pengarahan,
pemetiharaan serta pengendalian di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah
untuk menghilangkan atau mengurang segala bentuk ancaman dan
gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam
masyarakat, serta menjaga ager ruda pemerintahan dan peraturan
perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah
dan rekyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan
teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan
sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/ aksi karena
tidak puas dengan keadaan yang ada.

Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus
diantsipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban
UmMum.

Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP} adalah
merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum.

Penjagazan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu
tugas melekat pada Satuan Poliai Pamong Praja sebagni aparat
Pemerintah Daersh dalam menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban urnurn.

Patroli adalah mengelilingi suant wilayah tertentu secara tertentu
yang bersifat rutin.

Peniegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat / masyarakat
melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta
tindakan penertiban terhadep penyimpangan dan pelanggarannya.



ill. KETENTUAN PELAKSANAAN

1.

Umum

Persvaratan yang harus dimilliki oleh setiap anggota Poliei Pamong
Praja adalah:

a. harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang

r

M

Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan

lainnya.

dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa

Indenesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerab

setempat.

menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi

yang baik.

berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tingg.

harus dapat menarik simpati maayarakat.

bersedia menerma saran dan kritik masyarakat serta mampu

mengindentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif

pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

setiap anggota Polisi Pamong Praja harus memiliki sifat:

1} ulet dan tahan uji;

2) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua
pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya,

3) mampu membaca sitizasi.

4} memiliki suri tauladan dan dapat dicontch cleh aparatur
Pemerintah Daerah lainnya,

5] ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

Khusis

Pepgetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anggota Polisi Pamong

Praja edalah:

a. pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Poliai Pamong Praja
khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya,

h. pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan
undangan,

c. mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanazan tugas FPolisi
Pamong Praja:

d. mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi;

e. memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaan yang
berlaku di Daerah:

f. memahami dan menguasal serta mampu membaca situasi yang
berpotensi dapat mengganggu kondisi ketenteraman dan
ketertibann umum di Daerah baik di bidang ekonomi, politik,
soaial, budaya dan agama;

g. mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar

hukum pembinaan ketenteramarn dan keteriban umuin.



V. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATPOL PP

1.

SOP PEMBINAAN MASYARAKAT
a. Metode Pembinaan

Metode vang dilakukan dalam pembinaan masyarakat
adalah dengan membina saling asah, asih dan asub diantara
anggota Polisi Pamong Praja dengan masyarakat tanpa
mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rengka
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarekat terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan demikian
harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelavanan
kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan
tertib dan tenteram di daerah dapat rerwujud.

Adapun metode dalam rangka pembinaan masyarakat
dapat dilakukan melalui 2 (dua| cara yaitu :

1) Formal

Pernbinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan relalui:

a) mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan
sehagal sasaran dengan cara tatap muka, sarasehan,
musyawarah dan dialog untuk memberikan arahan dan
himbauan akan arti pentingnya ketazatan terhadap
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum
daerah lainnya,

bj mengundang/ memanggil anggota masyarakat yang
aktivitasnva telah melanggar dari ketentuan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah
lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa
aktivitas yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban
umum dan ketenteramnan masyarakat;

c) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi dengan
menghadirkan masyarakat yang ditetapkan sebagai
gsasarann di suatu tempat untuk membahas arti
pentingnya  peningkatan  ketaatan dan  kepatuhan
terhadap Peraturan Daergh, Peraturan Bupat dan produk
hukum daerah guna memelihara ketertiban umutn dan
ketenteraman masyarakat.

2] Informal
Pembinaan ‘masyarakat secara informal dapat
dilakukan dilingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat
ibadah, sekolah maupun ternpat — tempat umurm laitinya yang
memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

b. Cara pelaksanaan pembinaan masyarakat

Salah satu cara pembinaan masyarakat adalah melalui
perabinaan Produk Hukum Daerah terutama Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupeti dalam menjaiankan roda Pemerintahan di
daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara
hertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan
memehami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap
produk hukum daerah.

I



Langkah-langkah  dalam  melakukan pembinaan
masyarakat adalah:

1} penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan,
kelompok atau badan usaha, Instansi Pemerintah dan
Aparatur Negars;

2] penetzpan jadwal pelaksanaan pembinaan,

3] penetapan materi pembinaan;

4] penetapan tempat/ lokasi;

5 penetapan dukungan administrasi;

7] penentuan nara sumber;

8) menyiapkan surat perintah tugas;

9) menviapkan perlengkapan operasional lainnya;

10) koordinasi dengan instansi terkait;

11) mengunjungi masyarakat pelanggar Peraturan Daerah;

12) memanggil masyarakat pelanggar Peraturan Daerah;

13) pembingan  terhadap  Pelanggar  Peraturan  Daerah
dilaksanakan.

¢. Laporan Hasil Kegiatan:

1) Kepala Seksi Binwasluh membuat laporan tertulis sesuai
Kegiatannya masing-masing.

2] Kepala Seksi Binwasluh membueat laporan langsung terhadap
kejadian yang memerlukan tindak segera.

2. SOP PENGENDALIAN MASSA/PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASA
a. Ruang Lingkup
1} Unjuk rasa dalam keadaan damai

Unjuk rasa dapat berupa dermnonstrasi, pawsi, rapat umum,

ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa telah dibentahukan

terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan.

Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada

Kepala Satuan Polisi Pamong Praia Kabupaten Purworejo bila

sasaran/lokasi di Gedung Kantor Pemerintahan Daetah.

2) Kerusuhan massa

Keadsan vang dikategorikan kerusuhan massa di lingkungan

Kantor Pemerintah Daerah adalah:

a) masasa perusuh telah dinila: melakukan tindakan yang
sangat mengganggyu keteriban umum dan ketenteraman
masyarakat serta melakukan kekerasan  yang
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda
antara lain:

(1] merusak aset pemerintah, Fasilitas Umum dan
Instansi Pemermtah,

{2] melakukan pembakaran bends-benda Yang
mengaldbatkan terganggunya arus lalu lintas;

{3} melakukan kekerasan terhadsp omang/masyarakat
lain.

b) Massa perusuh menunjukken sikap dan tindakan yang
meiawan perintah petugas/ aparat pengamanan antara
lain:

(1} melewati garis batas yvang telah diberikan petugas:



(2) melakukan tindakan kekerasan/ anarkhis kepada
petugas pengananan.

b. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa

1)

2]

Persiapan

Persiapan vang harus dilaksanakan Kepala  Seksi

Pengendalian Operasi adalah:

a] menyiapkan Surat perintah tugas;

b) menyiapkar Personil yang akan ditugaskan dengan
memakai pakaian PDL;

¢} perlengkapan.

(1) untuk pengendalian dengan jumlah massa kurang dari
500 (lima ratus) orang menggunakan perlengkapan
perorangan sesuai kebutuhan dan pengeras suara,

[2} untuk pengendalian dengan jumlah massa lebib dari
500 (lima ratus) orang dipersiapkan perlengkapan
dahura (helm, pentungan, tameng, dan lain-lain) dan
pengeras suara.

Pelaksanaan:

Kepala Bidang Keteriban Umum dan Ketenteraman
Masvarakat selaku koordinator lapangan melaksanakan;

a) Pengaraharmn:

Personil yang bertugas dikumpulkan dilokasi dan

diberikan arahan singkat perihal tndakan yvang

dibenarkan untuk dilakukan.
bl koordinasi:

Koordinasi dilakukan dengan pihak Kepolisian dan aparat

pengamanan lainnye di lapangan terkait dengan langhkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu mengenai:

- jumlah massa yang metakukan unjuk rasa;

— rute yang akan dilalui;

— kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa;

- waktu yang disediakan;

- lokasi unjuk rasa.

c| Isolasi:

(1) anggota OQperasi Satpol PP bersama pihak Kepolisian
untuk memisahkan penguniuk rasa dengan massa
PENONITON,

(2} tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau
cara kekerasan;

(3} anggota Satpol PP tetap dalam formasi yang telah
ditetapkan.

d} Negosiasi dan Penanganan:

(1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
melalukan negoisiasi dengan pengunjuk rasa;

{2) tidak dibenarkan melakukan upaya paksa;

(3] bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

e} Pengendalian lapangan:

(1) anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya
sebagai tenaga pendukung/ bantuan, hanya
melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak
Kepolisian;

(2} tidak diberrarkan melakukan tdndakan diluar kendali
pimpinan Iapangan;,

-



3)

(3) melakukan pengecekan kembali jumiah personil,
setelah melaksanakan tugas pengamanan selesad.
Laporan Hasil Kegiatan:
a) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian membuat laporan
secara tertulis;
h) Kepalza Seksi Operasi dan Pengendalian membuat laporan
langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak

BEQETA.

3. SOP PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG -
ORANG PENTING.
a. Ruang Lingkup:
Pengawalan yang dilaksenakan cleh SBatuan Polisi Pamong Praja
adalah pengawalan dengan kendaraan rmobil yang meliputi:

1]
2)

Pengawalan pejabat daerah setingkat Bupati,
Pengawalan pejabat daerah setingkat Wakil Bupat.

h. Pelakzanaan

1)

2)

3

Koordinasi

Kepale Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan

koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait untuk mengetahui

rencana dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupat
minimal 1 [satu) minggu ke depen.

Fersiapan:

Persiapan yang harus dilaksanakan cleh Kepala Seksi Operasi

dan Pengendalian adalah:

a) Surat perintah tugas,

b} Kendaraan mebil pengawalan dan perlengkapan lainnya.

Pelaksanaan:

a) Pengemidi lapor kepada Komandan Regu Pengawalan
tentang kesiapan kendaraan;

bl Komandan Regu Pengawalan menyviapkan regunya untuk
naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan;

] Komandan Regu Pengawalan menuju ke ajudan dan
melaporkan kestapannya untuk melakukan pengawalan;

d} Komandan Regu Pengawalan menuju ke komandan voor)
rajder dari kepolisian dan melaporkan kesiapannya
untuk melakukan pengawalan, apabila pengawslan
dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian;

e] Komandan Regu Pengawalan naik ke kendaraan duduk
bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan
pengemudi untuk menjalankan kKendaraan;

f) Apabila pengawalan dilaksanakan bersama kepolisian,
maka kendaraan Satpol PP mengambil posisi sebagai
penutup inng-iringan;

gl Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup,

h) Tiba ditujuan:

— Sebelum berhenti berikan tanda / isyarat pelan.

- Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

— Anggota pengawalan turun dan menyebar melakukan
pengaraanar.

i) Selesai acara akan kembali ke Kantor:

- Kendaraan dan Anggota Pengawalan telah siap.

=



- Komandan Regu Pengawalan laporan ke ajudan siap
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan
walktu perjalanan menuju tujuan.

j}  Tiba di Kantor:
Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggeta pengawalan
turun, Komandan Regu Pengewalan laporan kepada
ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
¢. Laporan Hasil Kegiatan:
1) Kepaia Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan;
2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan
administrasi pendukung lainnya.

4. SOP PENGAMANAN OBYEK VITAL DAERAH
g. Keoordinasi

Kepala Seksai Operasi dan Pengendalian melaksanakan koordinasi

dengan Dinas/ Instansi terkait sebagai pengelola gedung/ aset

milik daerah.
b. Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Seksi Operasi

den Pengendalian adalah:

1} menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

2] mempersiapkan Personil;

3] menetapkan lokasi yang akan ditiju;

4] mempersiapkan Surat Perintah Tugas;

5} mempersiapkan serana Kendaraan operasional  dan
perlengkapan yang diperiukan.

c. Pelaksanaan

1} tiba di lakasi aset milik Pemerintah Daerah;

21 memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan
[bila sda petugas yang berjaga/ pengelols aset|

3) mencatat kehadiran tim di buku tamu;

4] melekukan keordinasi tentang situasi lingkungan disekitar
aset {sesuai dengan daftar rincian;)

5] mengecek jadwal petugas jaga pada lokasi aset;

6) memastikan Kesiapan petugas jaga bila teradi keadaan
darurat (nomor telepon penting, siapa yang dihubungi);

7) melakukan pengecekan tempat-tempat rawan terhadap
gangpuan keamanan;

8] hasil dari pengecekan disampaikan kepada petugas jage yang
ada dilokasi dan mengingatkan agar tetap waspada setiap
saat;

9) selesai melakuken kegiatan tim/petugas dari pengamanan
meninggalkan lckasi dan menyvampaikan terimakasih atas
kerjasarmanya.

d. Laporan Hasil Kegiatan

1} Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan administrasi
pendukung,

2] Hesil pelaksanaan tugas menjadi bahan evaluasi bagi
kegiatan selanjutnya.



5. S0P PENGAMANAN RUMAH JABATAN
a. Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Operasi dan

Pengendalian adalah:

1) menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

2] menyiapkan daftar personil yang ditugaskan.

b. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pengamanan rumah jabatan Bupati dan

wekil Bupati minimal dilakukan oleh 2 {dua) orang petugas jaga.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas jaga dalam

melaksanakan tugasnya yaitu:

1] melaksanakan serah terima tugas dari petugas jaga
sebelumniva dengan  menandatangani  Berita  Acara
Pelimpahan Tugas,

2) melakukan pengecekan dan pengawasan di lingkungan
rumal dinas dan kaewasan sekitarnya;

3) mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung,

4) mempersilahkan kepada setap tamu pengunjung untuk
mengisi buku tamu;

5) menanyakan kartu jdentitas setiap tamu yang berkunjung
dan memintanva serta menggantikannya dengan Kartu Tanda
Pengenal tarmuy;

6} melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang
pada saat pejabat/ tamu kelyar masuk lingkungan Runah
Dinas;

7] mencatat identitas, logat hicaraf dialek, suara-suara lain
vang terdengar, serta pesan vang disampaikan oleh penelpon;

8) mencatat kejadian-Kejadian pentng/ menonjol selama
melakukan tugas jaga;

9| melakukan pengewasan dan pengecekan terhadap petugas
pelayanan seperti petugas pencatat telepon, pencatat meter
air, pencatat meter lisitik dan lain-lain;

10} melakuken pengawasan dan pengecekan secara intensif
disetap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian;

11) menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya. serta para pencari sumbangan (perotangan,
yayasan dan lain-lainj;

12) membuat Berita Acara Pelimpahan Tugas dengan petugas
jaga pengganti vang ditandatangani oleh yang melimpahkan
dan yang menerima pelimpahan tugas.

¢. Laporan Hasil Kegiatan

1} Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan,

2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyigpkan
administrasi pendukung lainnya.

1T



6. SOP PENCAMANAN KEGIATAN FENTING
a. Koordinasj
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan koordinasi
dan kerjasams dengan Dinas/ Instansi terkait,
b. Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Seksi Operasi

dan Pengendalian adalah:

1} menvusun rencana dan jadwal kegiatan;

2) menyiapkan Surat Perintah Tugas;

3] menyiapkan sarana kendaraan operasional dan perlengkapan
lainnya.

t. Pelaksanaan

1} Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara
dimulai;

2} Petugas melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas
disckitar lokasi;

3! Petugas mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor
peserta upacara menuji tempat parkir yang disediakan;

4} Petugas melakukan penertiban terhadap para pedagang
penjaja barang atau sejenisnya di Jokasi,

5) Petugas melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap
situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai;

6] Petugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara
intensif setiap temmpat yang tersembunyi dan kurang
mendapat perhatian di lingkungan lokasi,

7) Petugas mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol di sekitar lokasi,

8) Petugas melaporkan kepada aparat keamanan/polis: terdekat,
bila menemukan barang yvang dicurigai dan diperkirakan
berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/
disentuh serta meiokalisir dan memben tanda pada tempat
yang dicurigai;

9) Petugas mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu
undangan dan orang-orang yang berada dilokasi;

10) Petugas melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara
atau pihak yang bertanggungiawab melakasanakan kegiatan
tersebut herkenaan dengan jumiah dan daftar tamu
undangan vang akan diundang menghadiri acara dimaksud;

11} Petugas melakukan koordinasi dengan/antar unsur
pengamanan lainnya dengan menggunakar alat komunikasi
yang ada;

12] Petugas harus saling memberikan informesi dalam
metakukan tugas penjagaan di iapangan;

d. Laporan Hasi! Kegiatarn

1} Kepala Seksi Operast dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan;

2 Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyispkan
administrasi pendukung lainnya.



7. BOP PENCAMANAN LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH
a. Koordinasi

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan koordinam

dan kerjasama dengan Dinas/ [nstansi terkait.

Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Seksi Operasi

dan Pengendalian adalah:

1) menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

2] menyiapkan personil yeng akan ditugaskan:

3] menviapkan perlengkapan vang diperlukan.

Pelaksanaan

1) melakukan Pemeriksaan di lingkungan ruang kema Pejabat
sebelumn yang bersangkutan tiba;

2] melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan
Pejabat vang bersangkutan;

3} melakukan pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada han
vang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan,
dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;

4) memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat
rersebut bilamana diperlukanm

5} mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjungm

6) menanyakan kartu identitas setiap tamu yang berkunjung
dan memintanya serta mengeantikannya dengan Kartu Tande
pengenal tamu;

7 mempersilashkan kepada setiap tamu pengunjung untuk
mengisi buku tamu;

8) melakukan pengawasan dan pengecckan secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian;

9 menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya «dan para pencari sumbangan (perorangan.
vayasan dan lain-lain,

10) mengingatkan kepada Tata Ussha untuk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, Pemadam
Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/ arsip dan
lain-lain, setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan
tempat;

11) melaksanakan pengamanan sesuai dengan jam kerja kantor
atau sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan
ternpat.

Laporan Hasil Kegiatan

1] Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan;

2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan
administrasi pendukung lainnya.

8. SOP PATRCLI WILAYAH
a. Bentuk-bentuk pelaksanaan patroli
1} Patroli Pengawasan Rutin:



2

b)

Patroli Pengawasan Rutin adalah penugasan patroli yang
persifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan
untuk memantau keadaan wilayah atau beberapa tempat
vang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan
terhadap ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat
serta upave penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati.

Tugas dari patroli ini adalah .

(1) pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

{2} melaksanakan pembinaan masyarakat;

(3) penerangan pada tmasyarakat mengenai hal-hal yang
terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP,

(4) menscuialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait
dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung
saran-saran dari masyargkat yang berkaiten dengan
kebijakan Pemerintah.

Patroli Khusus

aj

D]

Patroli Khusus adalah penugasan patroli  yang
diperintahkan secara khusus cleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja vang bersifat represif atau penindakan di
lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada
dalam upaya penegakan ketertiban umutn;

Tugas dari patroli ini adalah:
(1) melakukan inventarisasi/pendataan pelanggaran
terhadap ketertiban umum dan ketenteraman

masgyerakat, serta Peraturan Daerah/Peraturan
Bupati;

[2} menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan
perintah  khusus dari pimpinan untuk melakukan
penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata
melanggar Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dan Peraturan Daerah.

b. Ruang Lingkup
1] tempat-tempat stau lokasi yang dianggap rawan,
antar batas wilayah,
3} gedung / aset milik Pemerintah Daerah,
4) tempat keramaian/hiburan
¢. Persiapan
Persiapan yang harus dilaksanskan oleh Kepala Seksi Operas:
dan Pengendalian adalah:
menyusun rencana dan jadwal kegiatan,
menyiapkan Surat Perintah Tugas;
menyiapkan sarana kendaraan operasional dan perlengkapan
lainnya;
mengusulkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat yang berkaitan dengan:
- penetapan sasaran;
- penetapan wilayah dan cbyek sasaran;
- penetapan Target.

2

1)
2}
3)

4)

5)

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.



d. Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas patroli dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang

petugas. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh petugas patroli

adalah:

1) memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan;

2) melaksanakan ketentuan patroli dengan kendaraan bermotor
terhadap peraturan laiu lintas di jalan seperti :
a) beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya,
b) taati peraturan lalu lintas;
¢} jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinye.
d] jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat

perlu sekali;
€] jangan menggunakan =sorotan-sorotan lampu  yang
berlebihan pada malam hari.

3) melekukan pengawasan dan pengamaten terhadap suatu
daerah/ obyek tertentu;

4] melakukan pencatatan terhadap suatu obyek atau informasi
yang diperlukan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

e. Laporan Hasil Kegiatan

1] Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan
hasil pelaksanaan kegiatan;

2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan
administrasi pendukung lainnya.

9. SOP PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
a. Ruang Lingkup
1} Pre emtif adalah tindakan awal sebelum melakukan kegiatan
pencegahan melalui:

- Deteksi dini, yajtu suatu cara yang dilakukan untuk
mengetahui Hmbulnya potensi pelanggaran Perda sedini
mungkin;

- Inventarisasi, yaitu suatu upaya untuk mengurmpulkan
data-data [subjek dan obiek penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati| berkaitan dengan Penegakan
Produk Hukum Daerah,;

- Sosiajisasi, yaitu suatu upaya untuk memberitzhiikan
kepada masvarakat, aparatur negara, badan hukum, baden
usaha, instansi Pemerintah tentang Produk Hukum Deerah
baru yang akan ditegakkan.

2} Preventif adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran produk hukum daerah/ Perda meialui :

- Penyuluhan, yaitu suatu upaya untuk memberitshukan
kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan
usaha, ingtansi Pemerintah tentang Produk Hukum Daerah
agar dipatuhi;

- Pembinaan, yaitu suatu upaye untuk membern pemahaman
kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan
usaha, inatansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum
Daerah agar tidak melakukan pelanggaran lagi,

- Pengawasan, yatu suatu cara untuk mendata masgyarakat,
aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi
Pemerintah vang melanggar Produk Hukum Daerah.



3} Represif

a] Mon Yustisi, yaitu suatu tindaksn memberikan sanksi di
luar hukurn yang dilakukan oleh PPNS dan dapat dibantu
oleh Satpol PP, seperti:

- Peringatan lisan,;

- Peringatan tertulis,

- Diketahui langsung/tangkap tangan oleh PPNS;

- Penghentian kegiatan;

- Penutupan sementatra;

- Penutupan permanen;

- Penyegelan dan pemasangan pita Satpel PP [POL PP
Ling),

- Pembongkaran.

b} Pro Yustisi, yaitu suatu langkah hukum yang dilakukan
oleh PPNS terhadap masyarakat, aparatur negara, badan
hukum, batdan usaha, instansi Pemernntah yang
melanggar Produk Hukum Daerah untuk diakukan
proses hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHAP}.

b. Persiapan

Persiapan kegiatan Preventif pencegahan pelanggar Peraturan
Daerah melalui sosialisal, penyuluhan, pembinaan dilakukan
seperti SOP Pembinaan Masyarakat, sedangkan persiaparn
kegiatan Preventif melalui inventarisasi dan pengawasan
pelaksanaan Peraturan Daerah/ Produk Hukum Daerah adalah:
1} menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

2) menviapkan persomil yang akan ditugaskan;

3] melakukan koordinasi kepada instansi terkait pengampu

Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati .

4] menyiapkan administrasi dan periengkapan vang diperiukan;

5} menetapkan subyek dan obyek pelanggar Peraturan Daerah/
Produk Hukum Daerah,

6) menentukan lokasi kegiatan;

7] melakukan pendalaman terhadap materi,

8] menetapkan target operasi yang ingin dicapai.

€. Pelaksanaan

Dengan tahaparn pelaksanaan sebagai berikut:

1) inventarisasi pelaksansan Peraturan Daerah dilaksanakan
dengan strategi.

a} dilakukan secara Tim yang terdiri dari Satpol PP
Kabupaten, instansi terkeit pengampu Peraturan Daerah/
Produk Hukum Daerah dan dibantu oleh Tim Satpol PP,

b} melakukan orientasi lapangan guna memastikan adanva
masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan
usgha, instansi Pemerintah sebagai subyek/ pelanggaran
Peraturan Daerah/ Produk Hukum Daerah;

c) melakukan pendataan pelaksansan Peraturan Daernh/
Procduk Hukum Daerah yang dilakukan oleh masyarakat,
aparatur negara, badan hukurn, badan usaha, instansi
Pemerintah sebagai subyek Peraturan Daerah/ Produk
Hukurm Daerah;

d) membuat rekapitulasi hasil pendataan untuk dilaporkan
pada pimpinan sebagai bahan Penegakan Peraturan
Daersh/ Produk Hukum Daerah selanjuinya.



2]

3)

4)

3]

Penyuluhan

Penyuluhan ini dilakukan terhadap masyarakat, aparatur

negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah

sebagai subyek Peraturan Daersh/ Produk Hukum Daerah
gebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisesi. Untuk
persiapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan SOF

Pembinaan Masyarakat.

Penpawasan dilakukan melalui strategi:

a} dengan Titn Terpadu yang terdiri dari Saipol PP, instansi
terkait pengampu produk hukum daerah dan dibantu oleh
Tim Satpol PP Tingkat Kabupaten;

b} melakukan orientasi lapangan guna memastikan adanyve
pelanggaran Peraturen Daerah/ Produk Hukum Daerah
vang dilakukan oleh masyarakat, aparatur negara. badan
hukum, hadan usaha, instansi Pemerintah;

c} melakukan pendataan terhadap masyarakat, aparatur
negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah
yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/ Produk
Bukum Daerah;

d} memberikan peringatan/ teguran  berupa  surat
pernyataan untuk tideak melakukan pelanggaran lagi vang
ditandatangani oleh masyarakat, aparatur negara, badan
hukum, badan usaha, instansi Pemerintah yang
melanggar Peraturan Daerah/ Produk Hukum Daerah
dengen diketahui oleh BSatpol PP, Inatansi Tekms
Pengampu Peraturan Daersh/ Peraturan Bupati dan
Satpol PP.

e} membuat rekapitulasi hasil pegawasan/ pendataan
pelanggar Peratruan Daersh/ Produk Hukum yang
dilakukan oleh masyarakst, aparatur negera, badan
hukum, badan wusaha, instansi Pemerintah untuk
dilaporkan pada pimpinan sebagai bahan Penegakan
Peraturan Daerah/ preduk hukum daerah selanjutnya.

Pembinaan

Pembinaan ini dilakuken terhadap masyarakat, aparatur

negara, badan hukum, badan usaha, instanai Pemerintah

yang melanggar Peraturan Daerah/ Produk Hulum Daerah
sebapai tindak lanjut dan hasil temuan kegiatan pengawasan.

Untuk perasiapan dan pelaksanaannya disesuaikan S0P

Pembinaan Maayarakat.

Perrindakan

Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah/f

Produk Hukum Daerabh dapat dilaksanakan dengan tahapan:

a) Non Yustsi
Tindakan non yustisi dapat dilaksanakan meialui
penindakan secara administratif dengan tahapan sebaga:
berikut:

(1) penindakan terhadap para pelanggar Peraturan
Daerah/ Peraturan Bupat terlebih dahulu
rnenandatangani surat pernyataan bersedia dan
BANZELID menaat dan rmernatutll serta
melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima
belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat
pertyataan.
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{2) apabila tidak melaksanakan atau mengingkari syarat

pernyataan akan diberikan:

fa] Surat Teguran Pertama dengan tenggang waktu 7
[tujut) hari

b} Surat Teguran Kedua dengan tenggang waktu 3
(tiga) hari;

{c) Surat Teguran Ketiga dengan tenggang waktu 3
{tiga) hari;

b} Pro Yustsi
Penindakan secars pro yustisi dilakukan oleh PPNS secara
terpadu melalui upaya hukum sesual ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{(KUHAP).

Lapaoran Hasil Kegiatan

1) Kepala Seksi Pembinanaan, Pengawasan dan Penyuluhan
dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyusun
laporan haail pelaksansan sesuai masing-masing
kegiatarn;

2] Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
menyiapkan adminisirasi pendukung lainnya sesuai
kegiatannva.

10. SOP PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNI3
a. Persiapan
Persiapan yang harua dilaksanakan cleh Kepala Seksi Pelatihan
Dasar dan Kepala Seksi Teknis Fungaional adalah:

1)
2]

3)
4]

3]
6}

menyusun rencana dan jadwal kegiatan,

menyiapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim pelaksana
kegiatan,

menyiapkan materi dan periengkapan peserts;

menyiapkan akomodasi/ tempat dan penetapan waktu
pelaksanaan,

koordinasi dengan instansi terkait dan peninjauan lapangan,
menindaklanjuti hasil keordinasi dan konfirmasi kerhadiran
peserta Jgan pengampu.

h., Pelaksanaan

7)

melaksanakan registrasi kehadiran dan penerumnaan peserta;
menyerahkan materi dan kelengkapan |lainnya kepada
peseria,

menyiapkan gladi dan upacara pembukaan;

menyiapkan kegiatan pembelajaran;

menyiapkan adminiatrast pendulung pelaksanaan kegiatan;
melaksanakan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis;
menyiapkan gladi dan upacara penutupan.

¢. Laporan Hasil Kegiatan

1)
2

Kepala Sekai Pelatihan Dasar dan Kepala Seksi Teknis
Fungsional menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Kepala Seksi Telmis
Fungsionial menyiapkan administrasi pendukung lainnya.

11. SOF PENANGANAN BENCANA ALAM
a. Koordinasi
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Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat melaksanakan koordinasi
dengan Dinas / Instansti yang terkait dengan bencana yang
terjadi yaitu.

1} Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Purworejo berkaitan dengan bantuan personil yang
dibutuhkan di daerah bencana,

2} Dengan Kecamatan selaku pemangku wilayah yang
mengetahui potensi satuan perlindungan masyarakat di
wilayah vang dapat ikut membantu penanganan bencana.

b. Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala 3eksi Bina

Potens: Masyarakat pada saat terjadi bencana adalah:

1} menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

2) membuat peta daerah bencana;

3) menyusun potensi Satuan Linmas dan mempersiapkan
personil;

4) menetapkan ttik-titik lokas) yang akan dituju;

5) mempersiapkan Surat Perintah Tugas;

6) mempersiapkan sarana kendaraan operasional dan
perlengkapan yang diperlukan,

¢. Pelaksanaan

1] Setelah tiba di titik-tittk lokasi bencana, Tim/Petugas
menemui personil dari dinas/instansi terkait umntuk
menyampaikan maksud dan tujuan (apabila ada);

2) Membantu penanganan bencana sesuai yang dibutuhkan oleh
Dinae /instansi terkait ataupun masvarakat secars Umum;

3] Membantu pengamanan dengan melakukan koordinasi
tentang situasi lingkungan daerah bencana;

4] Mencatat dan melaporkan  keadaan bencana dan
penanganannya melipug:

a] lokaai bencana;

h) jenis Bencana,

¢} inventarisasi korban baik manusia/ harta benda;

] penanganan bencena yang dilakukan;

¢) dinas/Instansi/Organisasi masyarakat yeng berpartisipasi
dalam penangenan bencana dan jumliahnya.

5) Selesai melakukan kegiatan tim/petugas berparnitan
meninggalkan lokasi dan menyvampaikan terimakasih atas
kerjpsamanya.

d. Laporan Hasil Kegiatan

1} Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat menyusun laporan
hasil pelaksanaan Kegigtan dan menyiapkan administrasi
pendukung;

2) Hasil pelaksanaan tugas menjadi bahan evaluasi bagi
kegiatan selanjutnya.

12. SOP PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PENYELENGGARAAN PEMILIEAN UMUM/ PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKH. KEPALA DAERAH
a. Koordinasi

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat melaksanakan
koordinasi dengan Dinas/ Instansti yang terkait dengan



penyelenggaragn Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah/

Waldl Kepala Daerah, yaitu:

1} TNI. POLRI selaku penanggungiawab keamanarn,
ketentraman, ketertiban masyarakat dalam membantu
pengamarnian penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

2] Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pengamanan dan
ketertihan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah,

3) Kecamatan/Desa/Kelurahan selaltu pemangku wilayah vang
mengetahui potenei kelkuatan Satuan Linmas di wilayah yang
ikut membantu pengamanan.

b. Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan cleh Kepala Seksi Satuan

Perlindungan Maayarakat adalah:

1] Menvusun rencana dan jadwal kegiatan,

2] Menyusun potensi kekuatsn Linmas dan mempersiapkan
personil sesuai usulan dar kecarmatan /desa/kelurahan;

3} Menetapkan nama-nama Satuan Linmas di ttik-titik
pengamanaty dan menyampeikan kepada dinas/instansi
terkait;

4) Mempersiapkan Surat Perintah Tugas;

5) Mempersiapkan sarana kendarsan operasional dan
perlengkapan yang diperlukan.

¢. Pelaksanaan.

1} Tim/Petuges pengamanan menempatkan din d4i otik-ptik
pengamansan [TPS, PPS, PPK, KPU} sesuai jadwal veng telah
ditentukan;

2} Melaporkan diri kepada Penyelenggara Pemilihan Umum/
Pemilihann Xepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, untuk
membanty pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum/
Pemilihan Kepala Deerah/ Wakil Kepala Daerah;

3] Membantu pengamanan selama kegiatan penyelenggaraan
pemilu berlangsung dengan melakukan koordinasi dengan
Pihak TNI/POLRI tentang situasi lingkungan;

4) Mencatat dan melaporkan keadaan penyelenggeraan
Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah, meliput:

g] Titk lokasi tugas;

b) Dinas/lnstansi/Ormas yang  berpartisipasi dalam
pengamanan  penyelenggaraan  Pemiiihan  Umum/
Pemiliran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

¢} Kejadian-kejadian penting atau yang menonjol dan
mengganggy kamtramtibmas dan berpengaruh terhadap
proses penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,

d} Hal-hal lain vyang merupakan hasil dari proses
penyelenggaran Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

5) Selesai wmelakukan kegiatan tim/petugas berpamitan
meninggalken lokasi den menyampaikan terima kasih atas
kerjasamanya.

d. Laporan Hasil Kegiatan

1} Kepala Seksi Satizan Perlindungan Masyarakat menyusun

laporasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan
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administrasi pendukung;
2) Hasil pelaksanaan tugas menjadi bahan evaluasi bagi
kegintan selanjutnya.

13. SOP PENOAMANAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
a. Tingkatan kegiatan sosial kemasyarakatan
1! Kegiatan soaial kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan:

.

2)

3]

a)

b)

kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat
desa/kelurahan atalah kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa/ kelurahan,
organisasi kemasvarakatan desa/ kelurahan dan
masyarakat umum,;

kewenangan penugasan Satinmas adalah Lurah/ Kepala
Desa aebagai Pembina Satuan Linmas di tingkat desa/
kelurahen, dengan terlebih dahulu ada permohotian
pengamanan dari ormas atau masyarakat umizm.

Kegiatan sosial kermasyarakatan di tingkat kecamatan:

a)

b

kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan
adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
pernerintah kecamatan, organisasi masyarakat di tinglkat
kecamatan dan masyarakat umum bila kegiatannya
mempunyai ekses yang luas meliputi wilayah kecamatan;
kewenangan penugasan Satgas Linmas adalah Camat
sebagai Pemnbina di tingkat Kecamatan, dengan terlebih
dahulu ada permohonan pengamanan dar ormas atay
masyarakat.

Kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat Kabupaten:

a]

b)

kegiatan sosial kemasyarskatan di tnghkat kabupaten
adalah kegiatan-kegiatarn yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten, organisasi rmasyarakat di tingkat
kabupaten/kecamatan  dan masyerakat umum bila
kegiatannya mempunyai ekses yang luas meliput: wilayah
kabupaten.

kewenangan penugasan Satgas Linmas adalah Kepala
Satpol PP sebagai Pembina di tingkat Kabupaten, dengan
terlebih dahulu ada permchonan pengamanan darn ormas
gtau rmasyarakat.

Persiapan

Persiapan yang harus dilaksanakan Pembina Linmas
DesafKelurahan adalah:

menyusun rencana dan jadwal kegiatan;

menyiapkan personil;

menyiapkan Surat Perintah Tugas;

menyiapkan sarana pregsarzna operasional dan perlengkapan
lainnya yang diperiukan.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
Pelaksanaan

Peleksanaan tugas pengamanan dilakukan minimel oleh 2 {dua)
grang petugas Satuan Linmas. Hal-hal yang harus dilaksanakan
oleh Satuan Linmas adalah:

1) Memakai seragam dan etribut sesuai ketentuan;

2) Memeriksa semua kelengkapan yang diperiukan;

o}
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3} Menunjuk 1 (satu) orang sebagai pemimpin/ koordinator
kegiatan,
4] Membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban
kegintan scsial kemasyarakatan seperti:
a) mengatur kelancaran lalu lintas dam membantn
penyeberangan orang atau kendaraan;
b] mengatur perparkiran kendaraan;
¢) mengatur aktifitas masyarakat yang mengganggu
kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
d) membantu tugas lainnya yang berkaitan dengan
karmntrantibmas.
5) Mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
pemberi perintah yang meliputi:
a) hari/tanggal dan waktu pelaksanaan  kegiatan
PENgAIMATIAN,
b] Ickasi Pengamanan;
¢) jenis kegiatan sosial kemasyarakatan,
d) penanggungjawab kegiatarn;
e] perkiraan jumlah massa yeng ikut dalam kegiatan sosial
kemasyarakat;
fi kejadian-kejadian yang menonjol dan mengganggu
kamtrantibmas serta penanganannya.
6] Melaporkan kepada Pihak yang berwenang apabila ada
permasalahan yang tidak mampu diatasi;
7] Setelah selezai melaksanakan tugas berpamitan kepada
penanggungjawahb kegiatan.
e. Laporan Hasil Kegiatan
1) Pemimpin/ koordinator kegiatan menyusun laporan hasil
pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Pembina
Linmas desa/kelurahan/ kecamatan /kabupaten.
2] Hasil pelakesanaan tugas menjadi bahan evaluasi bagi
kegiatan selanjutnya.

7. BUPATI PURWOREJOQ,
Ttd.
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